
1. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3656); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 
kelernbagaan Perangkat Daerah terdapat 
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, 
sehingga perlu diadakan perubahan rincian tugas 
dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupatcn 
Klaten; 

b. bahwa berdasarkan perti.mbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pcrubahan Peraturan Bupati Klatcn 
Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi 
dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 
Klaten; 

Menimbang • 

BUPATIKLATEN 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR 44 TAHUN 2012 

TENT ANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 58 TAHUN 2008 
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KLATEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, 



• 

6. t:ndang-vndang ~omor 68 Tahun 2002 tentang 
Ke:a..'°la."lan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tombahan 
!..e:nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256); 

,. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbenrukan Peraturan Perundang-undangan 
tLcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
~omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pernerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia To.hun 2007 Nomor 82, Tambo.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

I 0. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tcntang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4741); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan: 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Penetapan Kewcnangan Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Kabupatcn Klaren Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Kabupaten Klaten (Lembaran Dacrah Kabupaten 
Klnten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaren 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 36); 

• 

5 t!=-"'a-s-~::::aa:;g Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
?t.~:::ra...--ga.."'l Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
=...n ?e:::e:- .. ntahan Daerah (Lcmbaran Negara 
';'e?t;bE:t Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
'l?;r,~lian Lcmbaran Negara Republik Indonesia 



a. 

b. 

c. 

d. 

e . • [. 

g. 

h. 

l, 

j. 
k. 

I. 

(1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayaL (1) huruf 
a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan yang meliputi 
pengembangan dan keterscdiaan pangan, distribus! pungan serta 
penganckaragaman dan keamanan pangan. 

(2) Rincian rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
bcrikut: 

menyusun rcncana program, pedoman dan petunjuk Leknis 
pembinaan di bidang ketahanan pangan; 
menyiapkan bahan pcrtimbangan dan kcbijakan di bidang 
ketahanan pangan; 
menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Oacrah di bidang 
ketahanan pangan; 
melaksanakan pernbinaan, bimbingan, pengawasan dan 
pengendalian di bidang ketahanan pangan; 
meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam 
bidang ketahanan pangan; 
menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan teknis di 
bidang ketahanan pangan; 
melaksanakan sinkronisaai perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan ketahanan pa.ngan; 
mengumpulkan dan menyusun bahan pembmaan dan 
petaksanaan pengembangan, ketersediaan, dislribusi, 
konsumsi, keamanan sorta kerawanan pangan; 
mengusulkan, menunjuk, menetapkan serta mclaksanakan 
pembinaan pejabat pengelolaan kcuangan; 
mclaksnnakan koordinasi dan kerjasarna dcngan SKPD dalam 
rangka kelancaran peluksanaan tugas: 
mendistribusikan rugas kepada bawahan sesuai bidannnva 
berdasarkan ketentuan yang berlaku: 
membina bawahan dalarn pencapaian program dengan mcmberi 
petunjuk pernecahan masalah agar bawahan mampu 
melaksanakan tugas jabatan scsuai dengan ketentuan vang 
bcrlaku; 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf p dihapus, sehingga kescluruhan Pasal 
3 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketenruan dalam Peraruran Bupati Klaren Nomor 58 Tahun 2008 
tentang Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kctahanan Pangan 
Kabupaten Klaten diubah sebagai berikut' 

Pasal I 

MEMUTUSKAN . 

P::R-\TURA.'1 BUPAT! TENTANG PERUBAHAN 
PE~-\TURA.'- BUPATI Kl.ATEN NOMOR 58 TAHUN 2008 
TE~1A.'-G RINCJAr>; TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
KANTOR KETAHANA.~ PANGAN KABUPATEN KLATEN. 

Menetapkan 

• 

• 



(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas 
mengelola urusan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan 
umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasl dan 
pelaporan . 

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah sebagai 
berikut: 
a. menghimpun, mempelajari peraruran perundang-undangan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis urusan urnurn, 
kepegawaian, keuangan, pcrencanaan, cvaluasi dan pelaporan; 

b. menyusun rencana program urusan umum, kepegawaian, 
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan 
mengkoordinasikan penyusunan rencana program; 

c. mengkoordinasikan kegiatan urusan umum, kepegawaian, 
keuangan, percncanaan, evaluasi dan pelaporan; 

d. melaksanakan pcmbinaan, bimbingan pengawasan dan 
pengcndalian pelaksanaan tugas urusan umurn, kepegawaian, 
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

e menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pcrunjuk teknis 
perencanaan dan pelaporan kcgiatan; 

f. mencari, mengumpulkan, mcngolah data dan informasi dalam 
rangka penyusunan Rcncana Pembangunan Jangka Mcncngah 
Dacrah (RPJMD), Rencana Kerja Pcmerintah Daerah (RKPD) 
sesuai perundang-undangan yang berlaku; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), 
Rencana Kerja Anggaran (RK.A), Dokumen Pclaksanaan 
Anggaran (DPA); 

h. mengajukan usulan program kcrja berdasarkan urutan prioritas 
kebucuhan; 

i. menyiapkan bahan perubahan, penggeseran dan perhirungan 
program kerja ak.ibat adanya perubahan, penggescran dan 
perhitungan anggaran; 

j. rncnyiapkan bahan evaluast dan pelaporan kcgiatan dan 
kinerjo; 

k. menelili dan memverifikasi kelengkapan SPP yang diajukan 
bendahara; 

I. menyiapkan SPM atas dasar SPP yang diajukan bendahara; 
m. melaksanakan verifikasi SPJ dan menyiapkan bahan 

pengesahan SPJ; 

"Pasal 4 

_ Ketenruan Pasal 4 ayat 2) huruf p dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 
~ berbunyi sebagai berikut: 

.=~ ~"'5 ::as. pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah 
,-;,- sec-,-:: ~-jala:: x:-casar<an rencana dan realisasi sebagai 
-.;,J-2--, c..:...a:- peayusunan sasaran tahun berikutnya, 
~ p;-es........ :!:CIJS bawahan bcrdasarkan rencana kerja, 
==} -g dicapa, sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
oer: mhQ.-:g,1.n da= pembinaan karier; 
""~.a?O:-~-: "lasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati 
r::.e...t.lw Sekretaris Dacrah." 

0 

• 

• 



bb. 

• cc. 

dd. 

ee. 

ff. 

gg. 

('.Cua."l;:2.."l, 

t: =~~:;a:. bahan dan menyusun data mformasi di bidang 
keuanga :::; 

s. menyiapkan bahan pembinaan, pernantauun, pcngawasan dan 
;>enge!'!dalia., di bidang keuangan, 

;... rnenyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pclaporan di 
bidang keuangan; 

u. rncnyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran: 
v, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program di 

bidang kcuangan; 
w. melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspcdisi , 

pcnggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, 
akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu serta 
pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga 
kantor dan barang inventaris; 

x. menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan perjalanan dinas 
serta mengatur pcnggunaan kendaraan dinas: 

y. mengarur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, 
ketertiban, kcamanan. kenyamanan dan kesernsian ruang 
kantor; 

z. melaksanakan administrasi umum kcpegawaian, mcliputi 
menyiapkan bahan dan mengusulkan Karru Pegawai (KARPEG), 
Kartu lsteri (KARlS), Kartu Suami (KARSU), Tabungan Asuransi 
Pcgawai Negcri (TASPEN), Asuransi Kesehatan (ASKES) dan izin 
cuti; 

aa. menyiapkan bahan usulan pengembangan karir pcgawai, 
meliputi Kebutuhan pegawai/formasi pcgawai, usulan untuk 
menduduki jabatan, Tugas Belajar/Izin Belajar, UJian Dinas, 
pendidikan dan latihan dan pernberian pcnghargaan dan tanda 
jasa: 
mcnyiapkan bahan usulan mutasi pegawai, meliputi Kenaikan 
Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pemindahan/mutasi, 
Pemberhemian dan Pensiun, Penyesuaian ljazah, Daftar 
Penilaian Pegawai (DP3); 
menyiapkan, menghimpun dan mengelola data pegawai serta 
menyusun Daftar Urut Kepangkatan (OUK); 
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
dalam pembinaan kepegawaian; 
menyiapkan usulan, perrunjukan, pcnetapan pejabat 
pengelotaan keuangan; 
melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang 
tugasnya dalam rangka kclancaran pelaksanaan tugas; 
mcngevaluasi pelaksanaan tugas dan mcnginventarisasi 
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dcngan 
pelaksanaan tugas, serta rnencari alternatif pemccahan 
masalah: 

hh. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk 
kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 
mendukung dalam pclaksanaan tugas sesuai dengan pedoman 
dan ketentuan yang berlaku; 

• 

men.·;>= baha.."1 laporan prognosis dan anggaran . 
=)""la?ka.""1 ba.~ dan menyusun laporan pertanggungjawaban 

... q. 

c-bksa~ -.c....c~s narian atas pengeluaran; 



(2) 

Seksi Pengembangan Dan Ketersediaan Pangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala 
Seksi, mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor 
yang rnenyelenggarakan pengembangan dan ketcrsediaan pangan. 
Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah sebagai 
berikut: 
a. rnenyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Dan 

Ketersediaan Pangan; 
b. rnenghimpun, mempelajari peraruran perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pengembangan dan 
ketersediaan pangan; 

c. rnelaksanakan identifikasi poterrsi sumberdaya dan produksi 
pangan nabo.ti dan hewani; 

d. mclaksanakan identifikasi dan menganalisa cadangan pangan; 
c. melaksanakan pembinaan peningkatan produk pangan 

berbahan baku lokal; 
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi tcrkait dalam rangka 

rnenyusun dan menganalisa produksi, ketersediaan dan 
keburuhan pangan; 

g. melaksanakan pernantauan, pernbinaan dan monitoring 
cadangan pangan masyarakat dan pemerintah; 

h. melaksanakan koordinasi untuk pencegahan dan pengendalian 
rnasalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan 
pangan; 

1. melaksanakan pcngembangan kelembagaan lumbung pangan; 
j. rnenyiapkan bahan identifikasi, analisa data, penyusunan, 

pengelolaan potensi daerah rawan pangan; 
k. melaksanakan perencanaan, pemberdayaan, pembinaan 

penanggulangan daerah rawan pangan; 
I. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka 

pcningkatan kewaspadaan pangan: 
m. memonitonng dan evaluasi dalarn rangka mendeteksi dini 

kejadian rawan pangan; 
n. rnernantapkan dan menyempumakan sistem kcwaspadaan 

pangan; 
o. melaksanalcan dan menyiapkan SDM dalam mengantisipasi 

rawan pangan; 
p. melaksanakan penanganan dan penyaluran bantuan pangan 

untuk masyarakat di daerah rawan pangan; 
q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang 

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 
r. mengcvaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan-perrnasalahan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan tugas, serta mencari altematif pemecahan 

(1) 

"Pasal 5 

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 
berbunyi scbagai berikut: 

11. mcnilai hasil kerja bawahan dengan jalan rnernonitor dan 
mengevaluasi hasil kerja; 

.i.J. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan." 

6 

• 

• 



(2) 

Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (l) hu.ruf d dipimpin oleh Kepala Scksi, mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian rugas kantor yang menyelenggarakan 
distribuai pangan. 
Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi distribusi pangan; 
b. menghimpun, mempelajari pcraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pengembangan distribusi 
pangan; 

c. melaksanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan: 
d. melakukan pengkajian dan pcngembangan sistern clistribusi 

pangan nabati dan hcwani; 
e. melaksanakan pengkajian dan pernantauan perdagangan dan 

harga pangan stratcgis dengan koordinasi bcrsama instansi 
terkait; 

f. melakukan monitoring kegiaian panen dan harga pangan 
strategis di tingkat produsen; 

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pemantauan, evaluasi dan pengcmbangan sistem dan pola 
distribusi pangan; 

h. pengembangan pernasaran dan distribuai dalam sistern runda 
jual; 

1. menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi dan memantau 
pengcmbangan pola distribusi pangan yang menjangkau 
seluruh wilayah; 

j. memfasilitasi pengembangan pola distribusi pangan wilayah; 
k. memantau sistem clistribusi pangan yang menjangkau seluruh 

wilayah; 
I. mcngelola sistem clistribusi pangan yang dapat 

mempcrtahankan keamanan, rnutu dan gizi pangan; 
m. menyiopkan bahan koordinasi, menumbuhkembangkan, 

mengcvaluasi pola kermtraan dan pcngembangan usaha: 
n. menyiapkan bahan dalam rangka temu usaha dan temu 

kernitraan antara produscn kecil dan pengusaha; 
o. rnelaksanakan koordinasi dan kerjasarna sesuai bidang 

tugaanya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 
p. mengevaluasi pelaksanaan rugas dan menginventarisasi 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
pclaksanaan tugas, serta mencari alternatif pemecahan 
masalah; 

{l) 

"Pasal 6 

4. Kctenruan Pasal 6 ayat 2) drubah, serungga keseluruhan Pasai 6 
berbunyi sebagai berikut 

s ~--oa.--c -.a,._-.--:. -:1.-~ rugas can members perunjuk 
~d. ='- ahan ~ :.e::ia. n kerjasama yang baik dan saling 
=~:.:.c'..:n,:: c.ala- ;:,e-.:esa.-.a.an rugas sesuai dengan pedomar: 
c.a:'l -:e-..e.:.,..:a-.) ang ::le~ 

t, c:.e:-.!.m ~.. ke;:a bawanan dengan jalan memonitor dan 
=~~~:..1a4;i h.a:>i1 ~e::a. 

u. ::.c:L:iporka:1 hasil pelaksanaan rugas/kegiatan kepada atasan, • 

• 

• 



(1) Seksi Periganekaragaman dan Keamanan Pangan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf e dipimpin oleh Kepala 
Seksi, mempunyai rugas melaksanakan sebagian tugas kantor 
yang menyelenggarakan urusan penganekaragarnan dan 
keamanan pangan. 

(2) Rincian rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a. menyusun rcncana kegiatan Seksi Pcnganekaragaman dan 

Keamanan Pangan; 
b. menghimpun, mempclajari peraruran perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan 
Iainnya yang berhubungan dengan Penganekaragaman dan 
keamanan Pangan; 

c. rnelaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalarn rangka 
pcmbinaan, pcngawasan mutu dan keamanan pangan; 

d. menyiapkan bahnn idenufikasi don invcntarisasi mutu dan 
keamanan pangan dengan koordinasi bersama instansi rerkait; 

e. rnelaksanakan analisa data hasil identifikasi dan inveruarisasi 
terhadap mutu, gizi, konsumsi pangan masyarakat; 

f. merumuskan kcbijakan, pembinaan, monitoring dan cvaluasi 
dalam rangka peningkatan mutu pangan sesuai potensi dan 
kondisi daerah; 

g. melaksanakan pelatihan dalarn rangka upaya peningkatan 
SDM melalui pelatihan rnuru dan keamanan pangan; 

h. mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan memetakan 
surnber pangan lokal dan makanan tradisional; 

i. mengkaji, menyusun dan memetakan rencana strategi pola 
konsumsi pa_ngan wilayah: 

j. menyusun proyeksi kebutuhan pangan bcrbasis Pola Pangan 
Harapan (PPH); 

k. mengkaji, merancang strategi, mensosialisasikan 
pengembangan pangan lokal untuk meningkatkan 
penganckaragaman konsumsi pangan; 

I. meningkatkan dan mengernbangkan pcmanfaatan pekarangan; 
m. melaksanakan koordinasi pelatihan dalam upaya peningkatan 

SOM melalui pelatihan penyusunan Pola Pangan Harapan 
(PPH); 

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pengolahan 
pangan dan produk pangan segar berskala kecil I rumah 
tangga; 

o. mengembangkan teknologi dan usaha pengolahan produk 
pangan; 

"Pasal 7 

5. Ketenruan Pasai 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan l'asal 7 
berbunyi scoagai oerikut: 

g ~'°°.:..i.;--2s1&ar., mernbagi cugas dan memben petunjuk 
=,,,a= bavo:,.;;.a:: aga: terjalm kerjasama yang baik dan saling 
:;;.enrl-.:.""U.'lg <iala;~ pelaksanaan rugas sesuai dengan pcdoman 
da:i ke=~ ya."11? berlaku: 

:- ::nenJai ;:a~ ~erya oawahan dengan jalan mcmonitor dan 
meneevaluast ~a::.il ;ce:ja: 

.,, meia;x,rkan ha<-il petaksanaan rugasr'kegiatan kepada atasan." 

• 

• 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Pcraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Klaren. 

Pasal II 

p. rnelaksanakan koordinasi dan pembinaan sistern ttji mutu dan 
kearaanac pangan: 

q, meningkatkan kesadaran masyarakat unruk mengkonsumsi 
aneka ragam panaan dengan prinsip gi:.Gi bcrimbang: 

• . rnelaksanakan koordmasi dan keriasama sesua1 bidang 
rugasnya daiam rangka kelancaran pclaksanaan rugas: 

s. mengevatuasi pelaksanaan tugas dan mcnginventarisaxi 
perrnasalahan-pcrrnasalcban vang berhubungan dcngan 
pelaksanaan rugas, serta mencari altcrnatif pemecahan 
masaah; 

L mcngkoordinasikan, membagi rugas dan memben perunjux 
kcpada bawahan agar tcrjaJin kerjasama yang baik dan sahng 
mendukung dalam pelaksanaan tugas scsuai dengan pedoman 
dan ketenruan yang berlaku; 

u. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 
mengevaluasi hasil kerja; 

v . melaporkan hasil pelaksanaan rugas/kegiatan kepada atasan." 
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